BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kendati biomassa sebagai energi terbarukan memiliki banyak manfaat, namun di satu

sisi biomassa sebagai energi terbarukan memiliki banyak dampak negatif. Seperti

diantaranya menyebabkan ketidakseimbangan keanekaragaman hayati di lingkungan

tanah, membunuh sejumlah keanekaragaman hayati di tanah seperti jamur, nematoda,

sejumlah bakteri dan keong, menyebabkan ketidakseimbangan antara pangan dan

penggunaannya sebagai bahan bakar terutama biofuel, pemanfaatan Hutan Tanaman

Energi (HTE) yang berpotensi menyebabkan deforestasi, dan utamanya pemanfaatan

biomassa sebagai bahan campuran co-firing PLTU Batubara yang menyebabkan

sejumlah masalah diantaranya :

1.

Pembakaran biomassa menyebabkan keracunan yang menyebabkan timbulnya
kanker akibat imunotoksisitas

Selain menyebabkan keracunan pada manusia, pembakaran biomassa juga
menyebabkan keracunan pada keanekaragaman hayati lainnya seperti tanah,
air, dan sumber-sumber genetik lainnya

Proses pirolisis dimana pirolisis merupakan proses konversi biomassa menjadi
bahan baku cair yang menyebabkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan reaksi
kuat terhadap pembakaran sehingga berbahaya khususnya bagi manusia
Dengan kasus yang terjadi pada masyarakat sekitar PLTU | Indramayu yang
mengeluhkan sawah yang dimilikinya menjadi rusak, dan mengurangi lahan
perikanan

Menyebabkan pencemaran udara selain yang disebabkan oleh CO
(Karbondioksida), yaitu yang disebabkan senyawa berbahaya lainnya, seperti
diantaranya adalah PM (Bahan Partikulat), HCs (Hidrokarbon), Etena (C2H4),
C2H6, tar, dan abu

Dengan melihat sejumlah dampak negatif yang dihasilkan oleh biomassa sebagai salah

satu energi terbarukan, maka dari rumusan masalah yang pertama yaitu ‘Bagaimana

pencegahan dan penanggulangan dampak negatif biomassa diatur dalam peraturan
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perundang-undangan yang ada?’ dimana terdapat beberapa ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai baik pencegahan maupun

penanggulangan dampak negatif biomassa, yang diantaranya peraturan perundang-

undangan tersebut adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencabut ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lIzin Lingkungan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta
Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha
Hulu Migas.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai
Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara
Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan

Nasional.

Secara garis besar, terdapat banyak upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang

dilaksanakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak negatif biomassa,

yang diantaranya merupakan :

1.

2.

Pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan pengaduan terkait pencemaran lingkungan hidup

Kewajiban bagi penanggung jawab usaha untuk memiliki dokumen
pemantauan lingkungan hidup, yang diantaranya merupakan penyediaan UKL-
UPL, dan SPPL
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3. Larangan bagi setiap orang untuk melakukan pencemaran lingkungan hidup

4. Penetapan baku mutu udara ambien bagi pencemaran udara yang ditimbulkan
oleh pelaksanaan kegiatan PLTU berbasis Batubara yang menggunakan co-
firing biomassa sebagai bahan bakarnya

5. Mekanisme perdagangan karbon dan pungutan karbon untuk meningkatkan
ketaatan penanggung jawab penyedia bahan bakar biomassa bagi PLTU
berbasis co-firing biomassa dan PLTU itu sendiri

Adapun, upaya-upaya atau tindakan-tindakan penanggulangan yang dilakukan untuk
menanggulangi dampak negatif biomassa :

1. Pemberian informasi peringatan pada masyarakat terkait
pencemaran/kerusakan Pencemaran Udara akibat emisi yang dihasilkan PLTU
berbasis co-firing biomassa

2. Pengisolasian dan pemberhentian sumber pencemaran lingkungan hidup akibat
emisi yang dihasilkan PLTU berbasis co-firing biomassa

3. Penghentian proses produksi atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran
udara

4. Mekanisme penangkapan dan penyimpanan karbon sebagai hasil emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) sebagai akibat dari emisi yang dihasilkan PLTU berbasis

co-firing biomassa

Kemudian, untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu ‘Bagaimana
pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap dampak  negatif  biomassa?’,
pertanggungjawaban Pemerintah tersebut terdiri atas berbagai jenis instrumen yuridis
yang digunakan Pemerintah untuk bertanggung jawab pada pihak ketiga yaitu
masyarakat, dimana instrumen yuridis tersebut berwujud atas peraturan perundang-
undangan, perizinan, instrumen keperdataan, rencana-rencana, keputusan-keputusan,
dan peraturan kebijakan.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang terlihat dari peraturan keenam instrumen
yuridis pertanggungjawaban Pemerintah ini diantaranya berbentuk sebagai

pelaksanaan wewenang terkait pengawasan dan pemantauan, pengawasan dan
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pemantauan secara mandiri, pemberian laporan pada Pejabat/Badan Pejabat terkait, dan
pemenuhan kewajiban untuk mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AAUPB)

Dengan sejumlah instrumen yuridis yang digunakan Pemerintah tidak hanya untuk
bentuk pertanggungjawabannya bagi pihak ketiga yaitu masyarakat, namun juga
sebagai perwujudan Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga dalam
hal ini, sesuai dengan definisi pertanggungjawaban yang merujuk pada liability, yang
merupakan akibat lebih lanjut dari hak dan kewajiban.

5.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang disusun di atas, maka saran yang dapat diberikan
terkait kesimpulan yang penulis telah susun adalah :

1. Dapat dilihat terdapat tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral, juga Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, dimana keduanya dalam sub direktorat yang berbeda sama-sama
memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan yang khususnya ditujukan
bagi ketaatan pelaku usaha pada peraturan perundang-undangan yang ada
terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Sehingga, dalam
hal ini penulis menyarankan agar baik Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
melakukan pemisahan kewenangan dalam pengawasan masing-masing sub
direktorat Kementerian yang ada, ataupun dengan melakukan penyatuan
kewenangan untuk mempermudah proses pengawasan terhadap jalannya
kegiatan pada EBT (Energi Baru dan Terbarukan), khususnya dalam hal ini

merupakan Energi Biomassa.
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